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ABSTRACT. 

Tax compliance among micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) plays a 

vital role in strengthening government revenue and supporting a sustainable tax system. This 

study aims to examine the effects of tax knowledge, taxpayer awareness, and tax incentives on 

MSME taxpayer compliance. A quantitative associative research design was employed. The 

sample consisted of 99 MSME owners operating in East Semarang and North Semarang Districts, 

selected using purposive sampling. Primary data were collected through structured 

questionnaires and analyzed using multiple linear regression with IBM SPSS Statistics 25. The 

findings indicate that tax knowledge, taxpayer awareness, and tax incentives each have a positive 

and statistically significant effect on MSME taxpayer compliance. These results suggest that 

greater understanding of tax regulations, stronger voluntary tax awareness, and effective tax 

incentive policies encourage taxpayers to fulfill their tax obligations more consistently. This study 

contributes to the tax compliance literature by providing empirical evidence on the determinants 

of MSME tax compliance and offers practical implications for tax authorities in designing 

educational programs and incentive policies aimed at improving voluntary tax compliance.  

Keywords: Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Incentives, and Taxpayer 

Compliance 

 

ABSTRAK. 

Kepatuhan wajib pajak UMKM merupakan faktor penting dalam meningkatkan 

penerimaan negara dan mendukung keberlanjutan sistem perpajakan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan 

insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan 

kuantitatif dengan metode asosiatif. Sampel penelitian terdiri atas 99 pelaku UMKM di 

Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara yang dipilih menggunakan 

teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan 

dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan insentif 

pajak masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi perpajakan dan kesadaran 

sukarela wajib pajak, yang didukung oleh kebijakan insentif pajak yang efektif, mampu 

meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian ini memberikan 

kontribusi empiris terhadap literatur kepatuhan perpajakan serta menjadi masukan bagi 
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otoritas pajak dalam merancang strategi edukasi dan kebijakan insentif yang lebih efektif 

untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Kata kunci: Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Insentif Pajak, dan 

Kepatuhan Wajib Pajak 

 

PENDAHULUAN 

 Pajak mengatur peranan penting dalam keuangan negara Indonesia dan 

menjadi sumber pendapatan paling besar. Penerimaan pajak selaku landasan utama 

untuk membayar anggaran pemerintah yang bertujuan untuk mendorong kemajuan 

pembangunan dan menyediakan layanan sosial (Afriyanto & Suwardi, 2023). 

Keterlibatan yang aktif dan pemahaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

sangat krusial untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, 

pajak menjadi alat penting untuk memperbaiki standar hidup masyarakat 

(Agustinusa et al., 2025). Sistem perpajakan yang ditetapkan di Indonesia merupakan 

self assesment system, yang mengisyaratkan kewajiban serta keyakinan kepada wajib 

pajak untuk membuat perhitungan, pembayaran, serta pemberitahuan jumlah pajak 

yang terutang (Mogi, 2021).  

 Di sisi lain, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan strategis 

dalam perekonomian Indonesia. UMKM termasuk salah satu pilar utama sektor 

ekonomi yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta 

berperan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan membuka lapangan 

pekerjaan. Selain itu UMKM membantu menurunkan kemiskinan dengan 

menyediakan sumber penghasilan bagi rumah tangga dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat (Laila et al., 2023). Mengacu pada data Kementerian 

Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 

triliun. Kontribusi UMKM juga tercermin dari kemampuannya menampung sekitar 

97% tenaga kerja nasional serta menghimpun 60,4% dari total investasi. Melalui 

kontribusi yang besar, UMKM berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak yang 

perlu dioptimalkan pemerintah (Lolowang et al., 2022).  

Sesuai Pasal 60 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak Orang Pribadi 

dengan peredaran bruto hingga Rp500.000.000 per tahun memperoleh fasilitas 

pembebasan PPh final. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban pelaku UMKM 

sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan 

(Ulum & Wahyudin, 2025). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa 

pemberian fasilitas dan kemudahan perpajakan hal tersebut belum sepenuhnya 

diikuti oleh peningkatan kepatuhan pajak UMKM. Menegaskan bahwa tingkat 

kepatuhan pajak pelaku UMKM masih dikatagorikan rendah meskipun potensi 

kontribusinya terhadap penerimaan pajak sangat besar, yang disebabkan oleh 

rendahnya pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, serta kendala 
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administratif (Situmorang, 2025). Berdasarkan kondisi yang ada, jumlah UMKM di 

Indonesia yang sangat besar belum sebanding dengan tingkat kepatuhan pajaknya. 

Dari total sekitar 67 juta UMKM, hanya sekitar 2,3 juta yang telah memenuhi 

kewajiban pajaknya. Fenomena ini menunjukkan perlunya langkah atau solusi 

konkret untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oleh karena itu, baik pemerintah 

maupun masyarakat sebagai wajib pajak perlu berperan aktif dalam menyelesaikan 

masalah ini (Ramdania & Yoshida, 2025). 

Berlandaskan data persentase pencapaian tingkat kepatuhan dalam 

penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024, 

terdapat perbandingan capaian kepatuhan antar KPP Pratama di Kota Semarang. 

Tabel 1. Persentase Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Kota Semarang 

Tahun 2024 

KPP Pratama Semarang Persentase Kepatuhan (%) 

KPP Pratama Semarang Timur 120,17% 

KPP Pratama Semarang Selatan 120,00% 

KPP Pratama Semarang Tengah 111,57% 

KPP Pratama Semarang Barat 110,28% 

KPP Pratama Semarang Candisari 110,44% 

KPP Pratama Semarang Gayamsari 101,94% 

Sumber : Lakin KPP Pratama Semarang  

Berdasarkan pada data diatas, terbukti bahwa pada tahun 2024 presentase 

kepatuhan pajak diberbagai KPP di Kota Semarang menunjukkan nilai diatas 100%. 

Dari semua KPP, KPP Semarang Timur menunjukkan presentase kepatuhan tertinggi 

yaitu sebesar 120,17%. Secara administratif, wilayah kerja KPP Pratama Semarang 

Timur mencakup Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara, yang 

keduanya merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi dan konsentrasi UMKM yang 

cukup tinggi. Tingginya capaian kepatuhan formal menjadi fenomena yang layak 

untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks Wajib Pajak UMKM, mengingat UMKM pada 

umumnya masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman perpajakan, 

kesadaran terhadap kewajiban pajak, serta kemampuan administrasi perpajakan. 

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan apakah capaian kepatuhan yang tinggi tersebut 

mencerminkan tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak UMKM yang sesungguhnya 

atau lebih dipengaruhi oleh faktor administratif dan intensitas pengawasan fiskus, 

sehingga menjadikan KPP Pratama Semarang Timur sebagai lokasi yang relevan, 

strategis, dan representatif untuk mengamati faktor yang memengaruhi kepatuhan 

Wajib Pajak UMKM.  
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Tabel 2. Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT WPOP KPP Pratama Semarang Timur 

Tahun Jumlah WP 

UMKM 

Terdaftar 

Jumlah WP 

UMKM 

Yang 

Melapor 

SPT  

Wajib 

Pajak Tidak 

Melapor 

SPT  

Jumlah WP 

UMKM 

Yang 

Membayar  

Tingkat 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(%) 

2020 9.015 4.096 4.919 4019 45.43 % 

2021 7.753 4.106 3.647 3275 53 % 

2022 8.793 4.919 3.874 3164 56.94 % 

2023 8.462 4.399 4.063 2301 52 % 

2024 9.117 4.183 4.934 2318 45,88 % 

Sumber: KPP Pratama Semarang Timur (2025) 

Berlandaskan tabel 2, menyajikan bahwa data menunjukkan jumlah UMKM 

aktif di KPP Pratama Semarang Timur mengalami fluktuasi setiap tahun, yang 

kemudian berdampak pada tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran SPT. 

Tingkat kepatuhan pelaporan sempat mencapai 56,94% pada tahun 2022, tetapi pada 

tahun 2023 tingkat kepatuhan kembali menyusut menjadi 52% dan terus turun 

hingga 45,88% pada tahun 2024. Pada aspek pembayaran pajak, jumlah UMKM yang 

membayar mengalami penurunan signifikan dari 4.019 pada tahun 2020 menjadi 

2.301 pada tahun 2023, kemudian sedikit meningkat menjadi 2.318 pada tahun 2024. 

Kondisi fluktuatif ini dipengaruhi oleh perubahan ekonomi, rendahnya pemerataan 

pemahaman perpajakan, ketidakstabilan kesadaran wajib pajak, serta efektivitas 

insentif pajak yang bersifat sementara. Kondisi tersebut berdampak pada 

menurunnya stabilitas penerimaan pajak, berkurangnya efektivitas kebijakan 

perpajakan yang telah diterapkan, serta meningkatnya kebutuhan pengawasan dan 

pembinaan oleh otoritas pajak. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan jumlah 

UMKM aktif tidak otomatis meningkatkan kepatuhan, sehingga diperlukan penguatan 

pembinaan dan layanan perpajakan agar kepatuhan UMKM dapat terjaga secara 

konsisten. 

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, KPP Pratama Semarang Timur 

secara aktif melakukan pembinaan dan pemberdayaan UMKM. Salah satu langkah 

nyata dari upaya tersebut adalah penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) 

Pemberdayaan UMKM yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN). Kegiatan ini tidak hanya membahas pengembangan usaha dan akses 

pembiayaan, tetapi juga memberikan edukasi mengenai kewajiban perpajakan, 

pemanfaatan insentif pajak, serta administrasi perpajakan bagi pelaku UMKM. 

Pelaksanaan FGD ini mengungkapkan bahwa meskipun UMKM di Semarang Timur 

memiliki potensi ekonomi yang besar, masih terdapat kebutuhan penguatan dalam 

aspek pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak (Mustiyani, 2025). 

Salah satu komponen yang berpengaruh terhadap rendahnya kepatuhan 

wajib pajak pada sektor UMKM adalah level pemahaman wajib pajak mengenai 
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ketentuan perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak menurut penelitia Iftakukhoiri & 

Bagana (2024) adalah suatu tahapan di titik para wajib pajak menyadari dan 

mengerti mengenai ketentuan perpajakan serta membuat keputusan untuk bertindak 

dengan sukarela dan patuh dengan memenuhi kewajiban pajak mereka, yang 

mencakup menyetor pajak, mengajukan laporan pajak, dan lain-lain. Studi yang 

dilakukan oleh Naftali (2023), Iftakukhoiri & Bagana (2024), dan Kusuma & Diana 

(2022) mengungkapkan dampak signifikan dari pemahaman tentang pajak pada 

UMKM, yang mengarah pada bertambahnya tingkat kepatuhan pajak. Namun, fakta 

ini bertentangan dengan studi yang diterapkan oleh Natalia (2025) yang 

menghasilkan temuan pemahaman pajak tidak memengaruhi signifikan pada 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Selain itu, kesadaran tentang pajak juga menjadi faktor yang berpengaruh 

terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pada kajian Yunia et al. 

(2021) menejelaskan bahwa Kesadaran terhadap pajak adalah suatu situasi di mana 

pembayar pajak menyadari, mengenali, menghormati, mengikuti peraturan 

perpajakan yang ada, serta memiliki niat yang tulus untuk menjalankan kewajiban 

pajaknya. Kesadaran pajak mendorong rasa kewajiaban untuk melunasi dan 

menyampaikan pajak dengan tepat. Sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh 

Kusuma & Diana (2022) dan Panggalo et al. (2025) mengungkapkan bahwa 

kesadaran pajak ditemukan menguasai dampak signifikan pada kepatuhan pajak di 

antara para aktor UMKM. Namun, penemuan ini berbeda dengan peneli Yunia et al. 

(2021) yang menampilkan bahwa kesadaran pajak tidak memiliki akibat yang berarti 

terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Penyebab lain yang berdampak terkait dengan rendahnya kepatuhan wajib 

pajak adalah kebijakan insentif pajak yang belum dimanfaatkan secara optimal. 

Menurut Natalia (2025) Insentif pajak merupakan tindakan yang diambil oleh 

pemerintah untuk merangsang aktivitas dan investasi tertentu dengan menawarkan 

keringanan atau keuntungan terkait pajak. Meningkatkan insentif pajak ini bisa 

menambah tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban pajak (Andreansyah & 

Farina, 2022). Penelitian Natalia (2025), Andreansyah & Farina (2022) dan Kusuma 

& Diana (2022) menghasilkan temuan insentif pajak memengaruhi positif signifikan 

pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, temuan tak relevan yang diungkapkan 

studi oleh Sitorus & Gunarso (2023) dan Ayem & Nurtiasmoko (2024) yang 

menghasilkan temuan insentif pajak tidak memengaruhi signifikan pada kepatuhan 

wajib pajak UMKM.  

 Mengacu pada penelitian sebelumnya, pengaruh pemahaman perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

masih menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Di sisi lain, kajian yang secara 

spesifik mengangkat kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah kerja KPP Pratama 

Semarang Timur masih terbatas. Data periode 2020–2024 menunjukkan bahwa 

tingkat kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak UMKM di wilayah tersebut 
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bersifat fluktuatif dan cenderung menurun, meskipun jumlah UMKM aktif mengalami 

perubahan setiap tahun. Kondisi ini menunjukan adanya celah penelitian yang perlu 

dikaji lebih lanjut. Studi ini menjadi relevan mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak 

UMKM di KPP Pratama Semarang Timur belum maksimal, meskipun pemerintah 

telah menerapkan berbagai kebijakan, termasuk PP Nomor 55 Tahun 2022 serta 

program pembinaan dan sosialisasi perpajakan melalui Focus Group Discussion 

(FGD). Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, 

kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, 

serta memberikan dasar bagi otoritas pajak dalam mengembangkan strategi 

peningkatan kepatuhan yang lebih efektif dan berkelanjutan. 

TINJAUAN LITERATUR 

Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

 Teori kepatuhan (compliance theory) dikembangkan oleh (Milgram, 1963). 

Milgram menemukan bahwa individu berpotensi menuruti arahan dari orang yang 

berkuasa, meskipun arahan tersebut dapat membahayakan diri meraka sendiri. 

Dalam konteks perpajakan, teori ini menjelaskan alasan di balik tindakan wajib pajak 

dalam mencukupi kewajiban pajaknya. Menurut kajian sosial, kepatuhan terhadap 

hukum dijelaskan melalui dua pendekatan utama, yaitu instrumental dan normatif. 

Pendekatan instrumental menekankan bahwa individu patuh karena dorongan 

kepentingan pribadi dan pertimbangan atas konsekuensi yang diterima. Sementara 

itu, pendekatan normatif berasumsi bahwa kepatuhan timbul dari rasa tanggung 

jawab moral serta pengakuan terhadap legitimasi otoritas yang menetapkan aturan 

(Itqoni & Yoseph, 2025). Teori kepatuhan relevan diterapkan dalam penelitian ini 

karena mampu menguraikan bagaimana pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, 

dan insentif pajak  memengaruhi tingkat kepatuhan. Menurut The et al. (2024) 

pemahaman pajak yang baik membuat individu lebih menghormati otoritas dan 

menaati ketentuan perpajakan, kesadaran wajib pajak menumbuhkan kepatuhan 

secara sukarela, sedangkan insentif pajak menjadi strategi pemerintah dalam 

mendorong perilaku patuh.  

Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan pajak memperlihatkan sepanjang mana wajib pajak menaati 

peraturan tersebut untuk memastikan hak dan kewajiban perpajakannya terpenuhi 

(Ayem & Nurtiasmoko, 2024). Pemerintah mendorong masyarakat untuk lebih sadar 

dan taat perihal hak dan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ini dapat 

bertambah melalui kebijakan pemerintah yang memberikan kelancaran atau 

keringanan bagi UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Fitria et al., 

2022a). Menurut Jelita et al. (2023) terdapat dua bentuk kepatuhan wajib pajak yaitu: 

Pertama, kepatuhan formal merujuk pada kondisi di titik seorang wajib pajak secara 

resmi menjalankan kewajiban mereka terkait pajak yang dijalankan berdasarkan 

aturan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan perpajakan. Kedua, 
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kepatuhan Material menggambarkan situasi di mana wajib pajak secara essensial 

melengkapi semua kebijakan yang berlaku dalam perpajakan, yaitu sejalan dengan 

maksud dan isi dari peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain itu, 

kepatuhan juga dapat muncul secara sukarela, yaitu ketika wajib pajak tanpa paksaan 

melaporkan dan membayar pajaknya selaras dengan kebijakan yang berlaku (Kumi 

et al., 2023). Indikator yang menunjukan kepatuhan dalam membayar pajak Kusuma 

& Diana (2022) meliputi: menghitung kewajiban pajak dengan akurat, melunasi 

kewajiban pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang dan dalam batas waktu yang 

ditentukan, melaporkan pajak penghasilan secara akurat dan tepat waktu, serta 

menyerahkan SPT tepat waktu. 

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

 Pemahaman perpajakan adalah kapasitas wajib pajak mengerti peraturan 

perpajakan, yang mendukung mereka untuk menyelesaikan kewajibannya dengan 

lebih optimal. Pemahaman yang mendalam perihal pajak memotivasi wajib pajak 

untuk berperan dalam pembangunan negara lewat pajak, yang menjadi salah satu 

sumber penghasilan utama bagi negara (Abdullah et al., 2022). Wajib pajak yang 

memahami kepentingan pajak merupakan individu yang mengerti dengan baik 

prosedur perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak penghasilan. Pemahaman 

tentang pajak mencakup informasi dan cara berpikir wajib pajak tentang tanggung 

jawab pajaknya, yang membantu menciptakan keadilan serta kesejahteraan, 

memenuhi kebutuhan finansial, dan mendukung kemakmuran bangsa. Pemahaman 

wajib pajak perihal peraturan pajak adalah hal yang dapat berdampak pada ketaatan 

dalam membayar pajak (Fitrianti et al., 2025).  

Menurut Kusuma & Diana (2022) indikator dalam variabel ini adalah: 

pengetahuan tentang ketentuan perpajakan, sistem perpajakan yang digunakan, tarif 

pajak yang berlaku, peraturan batas waktu penyampaian SPT. Pemahaman 

perpajakan memiliki kaitan dengan teori kepatuhan, karena semakin kuat tingkat 

pemahaman individu mengenai pajak, maka semakin besar pula kemungkinan wajib 

pajak untuk menepati kewajiban perpajakannya dengan patuh (The et al., 2024). 

Kajian ini sesuai dengan penelitian Naftali (2023), Fitrianti et al. (2025), dan Kusuma 

& Diana (2022) yang menyatakan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.  

H1: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

 Kesadaran pajak sanggup dipahami sebagai persepsi dan penerimaan 

terhadap kewajiban perpajakan, serta komitmen untuk menjalankan kewajiban 

tersebut selaras dengan tanggung jawab yang terkait pada setiap wajib pajak 

(Tarigan, 2021). Kesadaran merupakan kemauan wajib pajak untuk dengan sukarela 

menjalankan kewajiban pajak mereka sebagai kontribusi bagi kemajuan negara. 
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Tingkat kesadaran yang tinggi biasanya ditandai dengan pemahaman tentang betapa 

pentingnya peran pajak bagi masyarakat dan sistem pemerintahan (Hanifan & 

Ritonga, 2025). Menurut Kusuma & Diana (2022) indikator dalam variabel kesadaran 

pajak yaitu: pajak adalah sumber pendapatan suatu negara, pajak yang dibayar 

diterapkan untuk mendukung kemajuan negara, penundaan dalam pembayaran 

dapat berdampak negatif bagi negara, motivasi dari antar pribadi.  

Kesadaran wajib pajak akan bertambah tinggi ketika mereka memiliki 

pandangan positif terhadap pajak. Pemahaman tentang manfaat pajak akan 

meningkatkan wajib pajak untuk lebih sadar dan tunduk dalam memenuhi kewajiban 

pajaknya. Pelaksanaan sistem self-assessment juga akan menguatkan kesadaran ini, 

sehingga tidak ada lagi rasa pemaksaan dalam proses tersebut (Hufrona & 

Rahmawati, 2024). Keterkaitan antara teori kepatuhan dan kesadaran pajak 

menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki kesadaran tinggi terhadap kewajiban 

perpajakannya akan terdorong oleh motivasi dari dalam diri demi menaati peraturan 

perpajakan secara sukarela (Pratama Putra et al., 2025). Penelitian yang dilakukan 

Hanifan & Ritonga (2025), Panggalo et al. (2025), dan Kusuma & Diana (2022) 

menghasilkan temuan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh baik dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak.  

H2: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan siginifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Pengaruh Insentif Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

 Insentif pajak ialah pengurangan kewajiban pajak yang dirancang untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi sebuah negara melalui pengurangan jumlah pajak 

yang dibayar, yang bisa memberikan efek baik atau buruk terhadap ekonomi negara 

tersebut (Nuridah & Megawati, 2022). Insentif pajak adalah sarana yang disediakan 

pemerintah kepada kelompok wajib pajak spesifik dalam bentuk pengurangan tarif 

pajak dengan tujuan untuk menurunkan besaran kewajiban pajak yang harus 

dipenuhi. Peraturan terbaru, PP No. 55 Tahun 2022 yang ditetapkan pada 20 

Desember 2022 mengatur penyesuaian ketentuan pajak penghasilan serta mencabut 

peraturan sebelumnya, termasuk PP Nomor 23 Tahun 2018. Regulasi ini bertujuan 

untuk menjaga hak wajib pajak, memperkuat administrasi perpajakan, menjamin 

keadilan berdasarkan penghasilan bruto, serta mengatur implementasi perjanjian 

perpajakan internasional (Wuri & Widodo, 2024).  

Adapun indikator insentif pajak menurut Kusuma & Diana (2022) yaitu 

keadilan dalam pemberian insentif pajak dan dampak yang diakibatkan dari insentif 

pajak. Menurut The et al. (2024) pemerintah menghadirkan inovasi dan kemudahan 

untuk meringankan wajib pajak dalam mengerjakan kewajiban, yang berperan 

mendorong kepatuhan dan memotivasi aktivitas ekonomi. Teori kepatuhan memiliki 

keterkaitan dengan insentif pajak karena dianggap sebagai salah satu tindakan 

pemerintah dalam memengaruhi perilaku wajib pajak, sehingga mereka terdorong 
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untuk menindaklanjuti kewajiban perpajakan sekaligus mempergunakan hak-hak 

perpajakannya secara benar. Penelitian The et al. (2024), Kusuma & Diana (2022) dan 

Andreansyah & Farina (2022) menampilkan bahwa insentif pajak mempunyai 

pengaruh meningkat dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 

H3: Insentif Pajak berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM. 

Kerangka Konseptual 

 Penelitian ini ditujukan untuk menguji hipotesis sesuai dengan kerangka 

konseptual yang disajikan.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Metode yang dipakai dalam studi ini adalah kuantitatif asosiatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan klasifikasi yang menyajikan informasi baru melalui 

penggunaan teknik statistik, sementara penelitian asosiatif bertujuan untuk 

menemukan keterkaitan di antara dua variabel atau lebih. Wilayah penelitian terletak 

pada UMKM yang berada di KPP Pratama Semarang Timur, yang secara administratif 

meliputi Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Utara. 

Populasi dan sampel penelitian 

 Populasi studi ini merupakan semua pelaku UMKM yang terletak di KPP 

Pratama Semarang Timur meliputi Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan 

Semarang Utara. Penelitian tersebut memakai metode purposive sampling sebagai 

cara pemilihan sampel. Kriteria yang diterapkan dalam menentukan sampel meliputi 

: (1) Pelaku UMKM yang berdomisili dan melaksanakan kegiatan usaha di wilayah 

kerja KPP Pratama Semarang Timur, yaitu Kecamatan Semarang Timur dan 

Kecamatan Semarang Utara, (2) Wajib pajak UMKM yang mempunyai NPWP, dan (3) 

Telah menjalankan usaha minimal selama 1 tahun. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
Ket:   

Kesadaran Wajib 

Pajak  
  

X ( 2)   

Kepatuhan Wajib Pajak     
) Y (   

H 1   

H 2   

Insentif Pajak    
( X 3)   

Pemahaman Perpajakan    
X 1) (   

H 3   

=  Simultan   
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Jumlah sampel ditetapkan menggunakan rumus Slovin melalui tingkat 

toleransi kesalahan sebesar 10%.  Menurut Sugiyono (2023) tingkat kesalahan dalam 

penentuan ukuran sampel dapat ditentukan oleh peneliti dengan nilai yang umum 

digunakan yaitu 1%, 5%, dan 10%, sehingga penggunaan error 10% masih sah secara 

metodologis. Dalam penelitian ini, error 10% dipilih karena penelitian bersifat 

eksploratif dan memiliki keterbatasan akses data agar ukuran sampel tetap realistis 

dan representatif. Perhitungan sampelnya, yakni :  

Keterangan : 

n  = banyak sampel  

N  = banyak populasi 

e  = batas toleransi 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑁(ⅇ)2
 

𝑛 =
9117

1 + 9117 × (0,1)2
 

𝑛 =
9117

1 + 9117 × 0,01
 

𝑛 =
9117

92,17
  

𝑛 = 98,9 dibulatkan menjadi 99 responden   

Sumber dan Metode Pengumpulan Data  

 Penelitian ini memanfaatkan data primer yang dikumpulkan secara langsung 

melalui penyebaran kuesioner terhadap Wajib Pajak UMKM di wilayah kerja KPP 

Pratama Semarang Timur. Data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Semarang 

Timur, laporan kinerja, serta literatur pendukung berupa jurnal dan peraturan 

perpajakan. Kuesioner disusun mempergunakan skala Likert dengan rentang nilai 1 

sampai 5, dalam hal ini setiap pernyataan mencerminkan skor persetujuan 

responden terhadap indikator variabel. 

Metode Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda yang 

berperan sebagai metode analisis data untuk menyatakan pengaruh faktor 

independen terhadap variabel dependen. kajian yang mencakup uji kualitas data (uji 

validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, 

serta uji heterokedastisitas), uji analisis regresi linier berganda, uji model regresi (uji 

simultan dan uji koefisien determinasi (R2)) dan uji Hipotesis (uji persial). Analisis 

data dilaksanakan memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 25.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Uji Validitas 

Berlandaskan pada tabel 4 yang demikian itu dibuktikan bahwasanya pada 

penelitian ini terdapat 8 pertanyaan dari variabel Pemahaman Perpajakan, 8 

pertanyaan dari variabel Kesadaran Wajib Pajak, 5 pertanyaan dari variabel Insentif 

pajak, dan 8 pertanyaan dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Total pertanyaan dari 

penelitian ini adalah 29 pertanyaan dari 99 Responden. 

Tabel 4. Hasil Uji Validitas 

 

Variabel Item R 

Hitung 

R table Sig. Keterangan 

 

 

 

Pemahaman 

Perpajakan 

(X1) 

X1.1 0,676 0,1663 0,000 Valid  

X1.2 0,648 0,1663 0,000 Valid 

X1.3 0,694 0,1663 0,000 Valid 

X1.4 0,635 0,1663 0,000 Valid 

X1.5 0,590 0,1663 0,000 Valid 

X1.6 0,650 0,1663 0,000 Valid 

X1.7 0,602 0,1663 0,000 Valid 

X1.8 0,631 0,1663 0,000 Valid 

 

 

 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

(X2) 

X2.1 0,667 0,1663 0,000 Valid 

X2.2 0,629 0,1663 0,000 Valid 

X2.3 0,647 0,1663 0,000 Valid 

X2.4 0,738 0,1663 0,000 Valid 

X2.5 0,661 0,1663 0,000 Valid 

X2.6 0,718 0,1663 0,000 Valid 

X2.7 0,501 0,1663 0,000 Valid 

X2.8 0,520 0,1663 0,000 Valid 

 

 

Insentif Pajak 

(X3) 

X3.1 0,467 0,1663 0,000 Valid 

X3.2 0,727 0,1663 0,000 Valid 

X3.3 0,481 0,1663 0,000 Valid 

X3.4 0,516 0,1663 0,000 Valid 

X3.5 0,530 0,1663 0,000 Valid 

 

 

 

Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) 

Y1 0,488 0,1663 0,000 Valid 

Y2 0,538 0,1663 0,000 Valid 

Y3 0,608 0,1663 0,000 Valid 

Y4 0,736 0,1663 0,000 Valid 

Y5 0,648 0,1663 0,000 Valid 

Y6 0,683 0,1663 0,000 Valid 

Y7 0,574 0,1663 0,000 Valid 

Y8 0,621 0,1663 0,000 Valid 

https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/12135
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/12135
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/elmal/12135


 
Vol 7 No 9 (2026) 5497 - 5515 P-ISSN 2620-295 E-ISSN 2747-0490 

DOI: 1047467/elmal.v7i9.12135 

 

5508 | Volume 7 Nomor 9  2026 
 

 Sumber: Output SPSS, data diolah 2026 

Dari tabel di atas menunjukkan 29 pertanyaan tersebut dianggap valid karena 

nilai signifikansi yang dihitung lebih kecil dari 0,05 (p < 0,05) dan indikator 

variabel memiliki nilai r-hitung yang lebih tinggi dari nilai r-tabel (0,1663). 

 

Uji Reliabilitas 

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Hasil 
Kriteria Cronbach 

Alpha 
Keterangan 

Pemahaman Perpajakan 0,877 > 0,70 Reliable 

Kesadaran Wajib Pajak 0,875 > 0,70 Reliable 

Insentif Pajak 0,771 > 0,70 Reliable 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,863 > 0,70 Reliable 

 Sumber: Output SPSS, data diolah 2026 

 Berdasarkan tabel 5 diatas membuktikan bahwa jawaban responden 

terhadap kuesioner menunjukkan tingkat konsistensi dan kestabilan yang baik, 

sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel atau dapat diandalkan, yang 

ditunjukkan oleh nilai Cronbach’s Alpha> 0,70. Uji reliabilitas dilakukan 

menggunakan metode Cronbach’s Alpha dengan bantuan SPSS, dimana suatu 

variabel dikatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach’s Alpha > 0,70 (Ghozali, 

2021). 

Uji Asumsi Klasik 

Tabel 6. Hasil Uji Asumsi Klasik 

Uji Asumsi Klasik Variabel Nilai Statistik Keterangan 

 
Uji Normalitas 

 
- 

Sig. = 0,200 

(Kolmogorov- 

Smirnov) 

Data terdistribusi 

normal (Sig. > 0,05) 

 

 
 
 

Uji Multikolinearitas 
 

 
X1 

Tolerance = 0,402 

VIF = 2,490 

Bebas 

multikolinearitas 

(Tolerance > 0,10 

dan VIF < 10,00) 

X2 
Tolerance = 0,361 

VIF = 2,767 

Bebas 

multikolinearitas 

X3 
Tolerance = 0,720 

VIF = 1,390 

Bebas 

multikolinearitas  

 
 

Uji 
Heteroskedastisitas 

X1 
Sig. = 0,170 
(Uji Glejser ) 

Bebas 

heteroskedastisitas 

(Sig. > 0,05) 

X2 Sig. = 0,223 
Bebas 
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Sumber: Output SPSS, data diolah 2026 

Berdasarkan Tabel 6, bahwa Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200 > 0,05 sehingga data terdistribusi 

normal. Selanjutnya, uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel independen 

memiliki nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00, sehingga tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser 

menunjukkan nilai signifikansi seluruh variabel > 0,05, sehingga model regresi 

dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

Uji Kelayakan Model Regresi Linear Berganda 

Tabel 7. Uji Kelayakan Model 

Jenis Uji Hasil Keterangan 

Persamaan Regresi 

Linier Berganda 
Y = 0,333X1 + 0,322X2 + 

0,211X2 + e 

Setiap variabel independen 

berpengaruh positif terhadap 

Variabel Dependen 

 
Uji F (Simultan) 

 
F = 40,188 Sig. = 0,000 

Sig.0,000 

Semua variabel X secara 

simultan berpengaruh 

terhadap Y 

 
 

 
Uji Koefisien 

Determinasi (R2) 

 
 
 

 
Adjusted R Square = 

0,545 

berpengaruh sebesar 54,5% 

terhadap variabel dependen 

Kepatuhan wajib pajak(Y). 

Sementara itu  sisanya 

sebesar 45,5% 

dipengaruhi oleh faktor 

lain di luar model 

penelitian 

Sumber: Output SPSS, data diolah 2026 

Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi Y = 0,333X1 + 

0,322X2 + 0,211X3 + e yang menunjukkan bahwa seluruh variabel independen 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji F menunjukkan 

model regresi layak digunakan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Selain itu, nilai 

Adjusted R Square sebesar 0,545 artinya 54,5% variasi perubahan pada variabel 

kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, 

sedangkan sisanya sebesar 45,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. 

 

 

 heteroskedastisitas 

X3 Sig. = 0,329 
Bebas 

heteroskedastisitas 
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Uji Hipotesis  

Tabel 8. Uji Hipotesis 

Variabel t hitung Sig. Keterangan 

Pemahaman Perpajakan (X1) 
 

3,100 
 

0,003 
H1 Diterima 

Kesadaran Wajib Pajak (X2)  
2,844 

 
0,005 

H2 Diterima 

 
Insentif Pajak  (X3) 

 
2,631 

 
0,010 

H3 Diterima 

Sumber: Output SPSS, data diolah 2026 

Berdasarkan hasil signifikansi uji hipotesis pada Tabel 9 , sebagai berikut: 

I. Variabel Pemahaman Perpajakan terdapat nilai t hitung > t tabel (3,100 > 1,661) 

dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05, dan nilai koefisien bertanda positif, maka 

H1 Diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel Pemahaman 

Perpajakan secara statistik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak. 

II. Variabel Kesadaran Wajib Pajak terdapat nilai t hitung > t tabel (2,844 > 1,661) 

dengan nilai signifikansi 0,005 < 0,05 dan nilai koefisien bertanda positif, maka 

H2 Diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel Kesadaran Wajib 

Pajak secara statistik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

III. Variabel Insentif Pajak terdapat nilai t hitung > t tabel (2,631 > 1,661) dengan 

nilai signifikansi 0,010 < 0,05 dan nilai koefisien bertanda positif, maka H3 

Diterima. Sehingga dapat ditarik kesimpulan variabel Insentif Pajak secara 

statistik berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 

 

PEMBAHASAN  

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

 Hasil Penelitian mengindikasikan bahwa pemahaman perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman wajib pajak tentang undang-

undang pajak , semakin baik juga kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi 

kewajiban pajaknya. Pemahaman yang baik mencakup pengetahuan mengenai tarif 

pajak, sistem perpajakan, serta batas waktu pelaporan SPT. Dengan pemahaman 

tersebut, wajib pajak mampu menjalankan proses perpajakan secara mandiri, mulai 

dari tahap perhitungan, pembayaran, sampai pelaporan pajak sesuai ketentuan 

yang berlaku. Kondisi ini membuat wajib pajak tidak menghadapi kesulitan dalam 

menjalankan kewajibannya, sehingga mendorong perilaku patuh dalam 

melaporkan SPT secara tepat waktu dan sesuai aturan (Faidani et al., 2023). Temuan 

penelitian ini dapat dikaitkan dengan karakteristik responden yang didominasi oleh 

pelaku UMKM dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 67 responden, 
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Sarjana/Pascasarjana sebanyak 13 responden, SD/SMP sebanyak 12 responden, 

dan Diploma sebanyak 7 responden. Mayoritas responden berada pada tingkat 

pendidikan SMA/SMK yang menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM 

telah memiliki kemampuan dasar yang cukup dalam memahami informasi 

perpajakan, seperti tata cara pembayaran dan pelaporan pajak. Tingkat pendidikan 

yang memadai memudahkan wajib pajak dalam menerima informasi perpajakan 

sehingga pemahaman perpajakan cenderung lebih baik. Berdasarkan usia, 

responden usia 21–30 tahun sebanyak 32 responden, usia 31–40 tahun sebanyak 

32 responden, usia >50 tahun sebanyak 18 responden, dan usia 41–50 tahun 

sebanyak 17 responden. Mayoritas responden berada pada rentang usia produktif 

yaitu 21–40 tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM pada usia 

produktif cenderung lebih aktif dalam menjalankan usaha, lebih mudah menerima 

perkembangan informasi, serta lebih cepat memahami sistem perpajakan yang 

semakin berkembang secara digital. Hal ini mendukung meningkatnya pemahaman 

wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu, berdasarkan lama usaha, 

responden dengan lama usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 41 responden, usaha 

6–10 tahun sebanyak 31 responden, dan usaha 1–5 tahun sebanyak 27 responden. 

Mayoritas responden telah menjalankan usaha lebih dari 10 tahun yang 

menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki pengalaman usaha yang cukup 

panjang. Pengalaman tersebut membuat wajib pajak lebih terbiasa dalam 

melakukan administrasi usaha, pembayaran pajak, dan pelaporan SPT sehingga 

pemahaman perpajakan yang dimiliki menjadi lebih baik. Kondisi ini mendukung 

meningkatnya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Hasil studi ini konsisten dengan teori kepatuhan yang 

menyampaikan bahwa tingkat kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap 

aturan. Dalam perpajakan, pemahaman yang baik mendorong kepatuhan normatif 

karena wajib pajak mendalami pentingnya pajak untuk pembangunan negara. Hasil 

ini menguatkan dengan penelitian Naftali (2023) dan Fitrianti et al. (2025) yang 

menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

 Hasil studi menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak mencerminkan tingkat 

pemahaman terhadap pentingnya peran pajak bagi negara serta kemauan untuk 

melakukan kewajiban perpajakan secara sukarela apabila tidak terdapat unsur 

tekanan (Hufrona & Rahmawati, 2024). Tingkat kesadaran yang tinggi 

memengaruhi wajib pajak untuk patuh sebab mereka menyadari bahwa pajak 

berfungsi dalam pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. Maka dari itu, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar 

dukungan dari dalam diri individu untuk menjalankan kewajiban perpajakannya 

secara sukarela. Temuan penelitian ini dapat dikaitkan dengan karakteristik 

responden berdasarkan lama usaha, usia, dan jenis kelamin. Berdasarkan lama 
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usaha, responden yang menjalankan usaha lebih dari 10 tahun sebanyak 41 

responden, usaha selama 6–10 tahun sebanyak 31 responden, dan usaha 1–5 tahun 

sebanyak 27 responden. Mayoritas responden telah menjalankan usaha lebih dari 

10 tahun yang menunjukkan bahwa pelaku UMKM memiliki pengalaman usaha yang 

cukup panjang. Pengalaman tersebut membuat wajib pajak lebih memahami 

pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sebagai bentuk tanggung jawab 

kepada negara karena selama menjalankan usaha responden telah terbiasa 

berhubungan dengan administrasi usaha dan kewajiban perpajakan. Berdasarkan 

usia, responden usia 21–30 tahun sebanyak 32 responden, usia 31–40 tahun 

sebanyak 32 responden, usia di atas 50 tahun sebanyak 18 responden, dan usia 41–

50 tahun sebanyak 17 responden. Mayoritas responden berada pada rentang usia 

produktif yaitu 21–40 tahun. Pada usia produktif, pelaku UMKM cenderung lebih 

aktif dalam menjalankan usaha, lebih terbuka terhadap informasi, serta memiliki 

pola pikir yang lebih matang dalam memahami pentingnya kewajiban perpajakan. 

Kondisi tersebut mendorong munculnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi 

kewajiban perpajakan secara sukarela. Berdasarkan jenis kelamin, responden 

perempuan sebanyak 51 responden dan laki-laki sebanyak 48 responden. Mayoritas 

responden berjenis kelamin perempuan meskipun perbedaannya tidak terlalu jauh. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan juga memiliki peran aktif dalam 

menjalankan UMKM dan memiliki tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Selain itu, baik perempuan maupun laki-laki sebagai pelaku usaha 

sama-sama memiliki kesadaran untuk menjalankan kewajiban perpajakan demi 

mendukung keberlangsungan usaha dan pembangunan negara. Temuan ini sejalan 

dengan teori kepatuhan yang menegaskan pendekatan normatif bahwa kepatuhan 

muncul dari motivasi internal dan rasa tanggung jawab moral, sehingga individu 

cenderung menaati peraturan perpajakan tanpa paksaan. Penelitian ini sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifan & Ritonga (2025), Panggalo et al. 

(2025), dan Hufrona & Rahmawati (2024) yang menunjukkan bahwa kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak  

 Hasil analisis mencerminkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan 

insentif pajak merupakan alat utama dalam mendorong kepatuhan wajib 

pajak  karena mampu mengurangi beban pajak, sehingga mempermudah dalam hal 

memenuhi kewajiban perpajakan (Hambali & Rizqi, 2024). Oleh karena itu, semakin 

baik kebijakan insentif yang diberikan pemerintah, maka semakin tinggi pula 

tingkat kepatuhan pajak secara keseluruhan. Temuan penelitian ini dapat dikaitkan 

dengan karakteristik responden berdasarkan jenis usaha dan omset usaha. 

Berdasarkan jenis usaha, responden yang bergerak di bidang perdagangan 

sebanyak 56 responden, bidang kuliner sebanyak 29 responden, aneka jasa 

sebanyak 11 responden, dan produksi/manufaktur sebanyak 3 responden. 

Mayoritas responden bergerak di bidang perdagangan yang menunjukkan bahwa 
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sebagian besar pelaku UMKM memiliki aktivitas transaksi usaha yang cukup tinggi 

dan berlangsung secara rutin. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku usaha 

perdagangan lebih sering berhubungan dengan pencatatan transaksi dan kewajiban 

perpajakan sehingga lebih merasakan manfaat dari adanya kebijakan insentif pajak 

dalam membantu mengurangi beban usaha serta menjaga kestabilan usaha yang 

dijalankan. Berdasarkan omset usaha per bulan, responden dengan omset 

Rp25.000.001–Rp50.000.000 sebanyak 35 responden, omset Rp10.000.000–

Rp25.000.000 sebanyak 34 responden, omset ≥Rp50.000.000 sebanyak 20 

responden, dan omset <Rp10.000.000 sebanyak 10 responden. Mayoritas 

responden berada pada rentang omset Rp25.000.001–Rp50.000.000 yang 

menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM termasuk dalam kategori usaha 

berkembang dengan tingkat pendapatan yang relatif stabil. Pada kondisi tersebut, 

keberadaan insentif pajak menjadi penting karena dapat membantu meringankan 

beban pajak dan menjaga kestabilan keuangan usaha. Hal ini membuat pelaku 

UMKM lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu 

dan sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil kajian tersebut mendukung teori 

kepatuhan, khususnya pendekatan instrumental, yang menjabarkan  bahwa wajib 

pajak akan lebih patuh apabila menghasilkan manfaat. Insentif pajak memberikan 

keringanan beban sehingga memotivasi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban 

pajaknya. Temuan studi ini konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya 

Andreansyah & Farina (2022), Fitria et al. (2022), dan Hambali & Rizqi, (2024) yang 

menggambarkan bahwa insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman 

perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini membuktikan bahwa 

peningkatan kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pemahaman, 

melainkan juga pada kesadaran internal serta dukungan kebijakan pemerintah. 

Implikasinya, pemerintah perlu mengoptimalkan edukasi dan sosialisasi 

perpajakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak, serta 

memastikan kebijakan insentif pajak lebih efektif, mudah diakses, dan 

berkelanjutan. Karena itu, kepatuhan wajib pajak diharapkan dapat meningkat 

secara sukarela dan konsisten. 

Saran  

 Saran yang dapat disampaikan adalah bagi pelaku UMKM ditargetkan untuk 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan dengan aktif mengikuti 

sosialisasi atau pelatihan agar mampu memenuhi kewajiban perpajakan secara 
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tepat dan mandiri. Bagi pemerintah, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas 

edukasi perpajakan serta mengoptimalkan kebijakan insentif pajak agar lebih 

mudah diakses, tepat sasaran, dan berkelanjutan guna mendorong kepatuhan wajib 

pajak. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan 

variabel lain seperti sosialisasi pajak, sanksi pajak, atau digitalisasi perpajakan 

sekaligus memperluas objek penelitian guna memperoleh hasil yang lebih 

komprehensif. 
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